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berkantor pusat di Jakarta Pusat , dengan alamat Jalan
Jenderal Sudirman Kavling 1 , untuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

2. dr. TETTY KURNIAWATI,Sp.S.,M.Kes. : selaku Plt. Direktur RSUD Kabupaten Temanggung

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung
Nomor 821.2/0449 Tahun 2021 tanggal 13 April 2021
oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama
RSUD Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-

sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas telah sepakat dan setuju untuk membuat dan

mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Kas BLUD RSUD Kabupaten Temanggung

(untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB |
DASAR HUKUM
Pasal 1
(1) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang No.10 Tahun 1998;
(2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
(3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
(4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
(5) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
(6) Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
(7) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
(8) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 17 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
(9) Peraturan Bupati No. 92 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
(10) Peraturan Bupati No. 98 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung No.
85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit

Umum Daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung;
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pAB VI
KE RAHASIAAN
pasal 6

gan dengan keterangan

uatu yang perhubun
s dari

(1) PIMAK PERTAMA wajib merahasiakan segala ses
mendapat ijin tertuli

simpanan pIMAK KEDUA, kecuali telah

mengenal data, informasi dan

PIMAK KEDUA;
sud dalam pasal 7 (1) di atas tidak berlaku

(2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimak

untuk:

h umum;

hak penerima informast;

ran perundang-

a dalam perjanjian

a. Informasi yang telah diketahui ole
g telah diketahui oleh pi
undangan.

kerjasama

b. Informasiyan
¢. Informasiyang dibuka karena ketentuan hukum atau peratu
(3) PARA PIHAK agar menjaga kerahasiaan segala informasi yang ad

ini.
BAB VII

FORCE MAJEURE

pasal 7

k, kemampuan, dan kekuasaan masing-
pelaksanaan Perjanjia
ruksi yang dikeluarkan oleh

re adalah suatu keadaan di luar kehenda
n ini secara

(1) Force Majeu

masing Pihak yang dapat menghamba
as oleh sebab peratu

t atau menghentikan

ran,perintah atau inst

Jangsung yaitu tidak terbat
m,kebakaran dan banijir;

rwenang,bencana ala
ebaskan kewajiban m

atau instansi yang be
di force

menunda atau memb asing-masing bila terja

s selambat-lambatnya

uoan:_.;m:
(2) PARA PIHAK dapat
dan harus memberit
u 7 (tujuh) hari kalen

k lainnya secara tertuli

ahukan kepada piha
e majeure disertai bukti-bukti yang

majeure
der setelah terjadi forc

dalam kurun wakt
sah;
G.mmnm_u umqammu_mrma yang timbul sebagai akibat terjadinya Force Majeur tersebut akan

diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB VIl
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
pasal 8

keta yang timbul berdasarkan perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK

(1) Semua masalah atau seng
arah dan mufakat;

sepakat untuk menyelesaikan secara musyaw
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